
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4286): 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4355): 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Reoublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4400}: 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Renu blik Indonesia Nomor 44381: ~/ 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 
2020. 

Tahun 2021 tentang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 

BUPATI LEMBATA 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LEMBATA 
NOMOR 9-t TAHUN 2021 

TENT ANG 

PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI LEMBATA, 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerar 
Anggaran 2020 ( Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 19 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2003 Nomor 19 Seri E Nomor 9); 

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2012 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7); 

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tent~g Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lembata Tahun 2010 Nomor 1 Seri E Nomor 11, sebagrumana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak 
Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2019 Nornor 4 l;\h ( ) 
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6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lemb Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 'l , Tambahan 
Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor 5495): aran Negara 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan O (Le baga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 N . aerah rn omor 244 
Tambahan Lembaga Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) b . aria telah diubah beberapa kali terakhir den U ' se agaun gan , ndang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Peratur~ Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah ,(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4614): 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinahan Daerah 
{Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 6041): 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminsitrasi Pimpinan dan Anggota DPRD [Lernbaran 
Negara Reoublik Indonesia Tahun 2017 Nomorl06 Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 6057A: 
Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik §ndonesia Tahun 
2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Renubhk Indonesia Nomor 6322): 
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202( 
57): 

13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahi 
Nomor 201): 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Repuelik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 
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2. Belanja 
a. Belanj a Operasi 

1) Belanja Pegawai Rp. 285.106.829.493,00 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 200.497.771.545,05 
3) Belanja Bunga Rp. 0,00 
4) Belanja Subsidi Rp. 0,00 5) Belanja Hibah Rp. 1.997.212.180,0Q 
6) Belanja Bantuan Sosial Rp. 306.375.000,00 

Jumlah Belanja Operasi Rp. 487.908.188.218,05 

b. Belanja Modal 
1) Belanja Modal Tanah Rp. 972.440.522,00 
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 39.474.987.343,05 
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 62.257.464.388, 12 
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 40.787.866.548,00 
SJ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 17.043.132.851,00 

Jumlah Belanja Modal Rp. 160.535.891.652,17 

c. Belanja Tak Terduga 
1) Belanja 'fak terduga Rp. 12.5 l 1.101.004,00 

0 Jumlah Belanja Tak Terduga Rp. 12.511.101.004,00 -6 
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Jumlah Belanja Rp. 660.955.180.874,22 <O 
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( 3. Transfer 

a. Tranf er Bagi Hasil Pendapatan Rp. 2.647.596.966,00 

b. Transfer Bantuan Keuangan Rp. 180.221.670.050,00 ~ h l j 
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Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. t~ f J 
Pasal 5 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 
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Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci Iebih lanjut ke dalam penjabaran Daporan realisasi anggaran. 

Pasal 3 

Ringkasan Iaporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati mi. 

Pasal 2 

21.338.377 .314, 70 Rp. =================== Sisa Lebih Pernbiayaan Anggaran Tahun berkenaan 

R 23.966.994.726,96 P·========= 
Pembiayaan Netto 

23.966.994.726,96 Rp. 
Rp. 

4. Pembiayaan 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan • 

R {2.628.617.412,26) P·=~~===== 
Surplus/ (Defisit] 

R 843.824.447.890,22 P-=~~===== 
Jumlah Belanja dan Transfer 

R 1 82.869.267.016,00 P·=~~===== 
Jumlah Transfer 

Rp. c. Transfer Bantuan Keuangan lainnya 



BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR 2] 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA, 

(,GPAS:~ TAPO BALI 

Diundangkan di Lewoleba 
pada tanggal ~ ~S--\vs 2021 

?THOMAS OLA 

Ditetapkan di Lewoleba 
pada tanggal I g Agu~~s 2021 

'f Plt. BUPATI LEMBATA, f 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ~ni dengan penempatannYa dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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